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ABSTRACT 

The effort to cope with imbalance of land tenure and ownership in 

Indonesia is held through land redistribution program. Land redistribution is a 

land distribution by government to farmers or sharecroppers who meet 

requirements justly and evenly by utilizing land that has been given productively 

in order to improve livelihood. In order the objectives of the government can be 

achieved, then the redistribution land is limited in its transfer namely in period of 

10 years can not be transferred to other parties. Fact in fields suggests that there 

are 21 redistribution receivers transferring their land through sale and purchase in 

Mamuju District. The objectives of this research is to discover the cause of 

transfer of rights on redistribution land, learn the reason the Land Titles Registrar 

(PPAT) publishes the deed, as well as to learn basic consideration of Land Office 

registering the application of the rights on redistribution land. 

Research method used in this research is qualitative method with 

descriptive approach. Determination of population was conducted by using census 

technic to 21 responders and 7 informants. Data was collected via interviews and 

documentary study then reduced and sorted the relevant data to answer research 

question. Conclusion withdrawal was performed by using deductive method. 

Research result indicates that the cause of transfer of rights on 

redistribution land was due to several factors presented by the community, 

namely: First, economic needs, Second, age factor, Third, avoiding absentee land 

ownership, Fourth, acquisition of the land for inheritance, and Fifth, converting 

the business to non agriculture. In addition, the issuance of Transfer of Right 

Permit which is the basic of transfer for redistribution land. One of crucial 

condition in transfer of rights on redistribution land is sale and purchase deed 

made by PPAT. The reason PPAT published the sale and purchase deed was due 

to PPAT has received permit from Head of Land Office by performing 

coordination beforehand to Land Office. Basic consideration of Land Office 

registering application of the transfer was because it has been obtained permit 

from Head of Land Office and the completeness of documents has met 

requirements in transfer of rights on redistribution land. Redistribution program in 

Mamuju District can be claimed as not a „redistribution program‟ instead asset 

legalization program, so the land owner deserves to register the transfer of rights 

in Land Office without any time limit for the transfer.  

Result of this research is expected can provide contribution to Land 

Setting and Structuring Section of Land Office Mamuju District which should be 

paying more attention on the implementation of land redistribution both from the 

subject or object sides so the regulation related to redistribution or transfer of 

rights on redistribution land can be held according to predefined regulation.  

 

Key Words: Land Redistribution, Transfer of Rights Permit, Transfer of Rights on 

Land 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Redistribusi tanah adalah pembagian tanah obyek landreform oleh 

pemerintah kepada petani atau petani penggarap yang memenuhi syarat.
1
 

Program redistribusi tanah pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keadaan 

dimana terdapat sebagian besar tanah pertanian hanya dimiliki oleh beberapa 

orang saja, dan bagian-bagian tanah pertanian yang kecil dimiliki oleh 

sebagian besar rakyat, khususnya para petani yang sangat menggantungkan 

kehidupannya dari usaha pertanian yang dikelolanya dan dengan sungguh-

sungguh memanfaatkannya.
2
 

Prioritas utama dalam pelaksanaan redistribusi tanah adalah petani, 

dimana penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani saat ini 

masih dominan, yakni sekitar 31,70 juta rumah tangga. Sebagian dari jumlah 

petani tersebut merupakan petani gurem atau petani yang menguasai lahan 

kurang dari 0,5 ha yakni sebanyak 14,25 juta rumah tangga atau sebesar 

55,3% dari rumah tangga pertanian pengguna lahan.
3
 Banyaknya jumlah 

petani tersebut tidak diimbangi dengan luas tanah yang dimilikinya untuk 

melakukan usaha pertaniannya.  

                                                           
1
 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kegiatan 

Redistribusi Tanah Obyek Landreform, 2014, hlm. 4.   
2
 Arie Sukanti Hutagalung, Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Suatu Sarana ke Arah 

Pemenuhan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 

58. 
3
 http://www.bps.go.id/index.php/brs/973, diakses pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 

2016 pukul 15.05 WIB.  
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Fenomena yang terjadi adalah sebagian besar masyarakat hanya 

memiliki tanah dengan luasan yang kecil, namun di sisi lain sebagian besar 

tanah dikuasai oleh segelintir orang saja. Hal ini dapat dilihat bahwa sekitar 

56% tanah hanya dikuasai oleh 0,2% orang, sementara itu sekitar 7,3 juta 

hektar (ha) tanah dikuasai pihak perusahaan swasta dan dibiarkan terlantar.
4
 

Hal tersebut di atas didukung oleh rasio gini tanah secara nasional yang 

mencapai 0,72 yang artinya, terjadi ketimpangan sangat besar dalam 

penguasaan dan pemilikan tanah.
5
 Persoalan ketimpangan penguasan dan 

pemilikan tanah menjadi salah satu akar kemiskinan di Indonesia.  

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa pada bulan Maret 

2014,  jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,28 juta orang atau 

sekitar 11,25% sementara itu diketahui pula penduduk miskin di daerah 

perdesaan pada bulan Maret 2014 adalah 17,77 juta orang atau sekitar 

14,17%.
6
 Salah satu penyebab kemiskinan di perdesaan adalah sempitnya 

penguasaan lahan pertanian.
7
 Sensus Pertanian menunjukkan bahwa pada 

                                                           
4
 Uswatun Khasanah, Kajian Penjualan Tanah Hasil Redistribusi Di Desa Ponjong 

Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi, 

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2013, hlm. 4.  
5
http://tataruangpertanahan.com/kliping-161-reforma-agraria-mendesak.html, Angka itu 

berkisar antara 0 sampai 1. Angka 0 = rata sempurna, artinya seluruh luas tanah terbagi rata 

diantara rumah tangga di desa dengan masing-masing mempunyai luas yang sama. Angka 1 = 

timpang mutlak, artinya satu orang memiliki seluruh tanah di desa. sumber: Kompas 08 

April/2014, diakses pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 pukul 14.00 WIB.  
6
http://www.beritasatu.com/nasional/193810-bps-maret-2014-jumlah-penduduk-miskin-

indonesia-capai-28-juta.html, diakses pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016 pukul 11.00 

WIB.  
7
http://www.bps.go.id/website/pdf_publikasi/watermark%20_Analisis%20Sosial%20Eko

nomi%20Petani%20di%20Indonesia.pdf,hlm.8 diakses pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 

2016 pukul 16.10 WIB. 
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Tahun 2013 terdapat 26,14 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan 

rata-rata 0,89 ha padahal skala ekonominya minimal 2 ha.
8
  

Upaya mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah 

dilakukan melalui reforma agraria yang secara operasional dilaksanakan 

dengan landreform. Pelaksanaan landreform di daerah salah satunya melalui 

kegiatan redistribusi tanah obyek landreform.
9
 Pelaksanaan redistribusi di 

Indonesia diawali pada Tahun 1961 hingga Tahun 2014, dengan luas wilayah 

2.460.509 ha yang tersebar di 26 Provinsi.
10

  

Pelaksanaan redistribusi tanah meningkat sejak dicanangkan Program 

Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) pada Tahun 2007 di sejumlah lokasi 

di Indonesia, antara lain: Provinsi Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa 

Barat, Bali dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
11

 Peningkatan yang dimaksud 

dapat dilihat pada Tahun 2006, bahwa redistribusi tanah hanya seluas 7.527 

ha dan kemudian pada Tahun 2007 meningkat menjadi 91.969 ha, hal ini 

sejalan dengan PPAN yang dijadikan sebagai Agenda Reforma Agraria di 

Indonesia.
12

 

Sehubungan dengan PPAN, program redistribusi dilaksanakan pula di 

Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2007 seluas 257,76 ha, dengan jumlah 

Kepala Keluarga (KK) sebanyak 290 hingga Tahun 2014 seluas 4.816,38 ha, 

                                                           
8
 http://www.kpa.or.id/news/blog/reforma-agraria-prioritas/, sumber: Harian Kompas, hlm. 

17 Edisi Senin 07 April 2014, diakses pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016 pukul 14.30 

WIB.   
9
 Tim Paper Kebijakan, Paper Kebijakan Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah 

Pertanian, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan 

Pertanahan Nasional, 2014, hlm. 6. 
10

 Ibid, hlm. 7. (Direktorat Landreform Tahun 2014).  
11

 Joyo Winoto, Tanah Untuk Rakyat, Risalah Tentang Reforma Agraria Sebagai Agenda 

Bangsa, cetakan pertama, 2008. hlm. 77. 
12

 Tim Paper Kebijakan, op.cit, hlm. 7. 
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sebanyak 3.503 KK.
13

 Peningkatan yang cukup signifikan dapat dilihat dari 

luasan tanah yang diredistribusi pada Tahun 2007 hingga 2014. Redistribusi 

tanah tingkat provinsi tidak lepas dari pelaksanaan redistribusi tanah di 

tingkat kabupaten, khususnya Kabupaten Mamuju. Kabupaten Mamuju 

merupakan Ibu Kota Provinsi yang setiap tahunnya melaksanakan program 

redistribusi dibandingkan dengan kabupaten lain, yang tersebar di beberapa 

kecamatan dan desa. Redistribusi tanah pertanian di Kabupaten Mamuju 

diawali pada Tahun 2007 dengan luas tanah yang dibagikan adalah 120,41 ha 

sebanyak 94 KK, hingga pada tahun 2014 pelaksanaan redistribusi tetap eksis 

dilaksanakan yakni seluas 2.169,62 ha sebanyak 890 KK, meskipun tidak 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
14

  

Terkait dengan pelaksanaan redistribusi, pengamat agraria menilai 

bahwa program redistribusi berjalan amat lambat.
15

 Selain dikatakan lambat, 

terdapat pula permasalahan lain yaitu terjadinya peralihan hak atas tanah hasil 

redistribusi. Pasal 20 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa: “Hak Milik (HM) 

dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”. Hal ini dapat dimaknai 

bahwa HM dapat beralih karena pewarisan (tanpa suatu perbuatan hukum) 

                                                           
13

 Laporan Rekapitulasi Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015.  
14

Laporan Rekapitulasi Kegiatan Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Mamuju Tahun 2015. 
15

 Lilis, Heri, Leolita, dan Rina, Strategi Pembaruan Agraria Untuk Mengurangi Kemiskinan. 

Latar Belakang, Konsep, dan Implementasi Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). PT. 

Gading Inti Prima (anggoa IKAPI), Jakarta, 2011, hlm. 14. Penyebab lambatnya program 

redistribusi menurut pengamat agraria adalah: pertama, program ini disandarkan pada Badan 

Pertanahan Nasional (BPN), sebuah lembaga pemerintah non‐departemen yang dinilai “kurang 

kuat” untuk menjalankannya. Kedua, telah terjadi ego sektoral antar kementerian sektoral yang 

mengelola sumber daya alam sehingga hambatan birokrasi menjadi dominan. Ketiga, belum 

tersedianya payung hukum untuk menjalankan program yang lintas sektoral tersebut. Keempat, 

lemahnya dukungan organisasi masyarakat sipil akibat proses PPAN/RA yang cenderung tertutup 

bagi proses partisipasi dan kritik masyarakat. 
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dan dapat juga dialihkan (dengan perbuatan hukum), misalnya dengan jual 

beli, hibah, penukaran, pemberian dengan wasiat, dan lain-lain.
16

 Berbeda 

dengan HM untuk tanah hasil redistribusi, bahwa pemegang hak tidak 

diperbolehkan untuk mengalihkan tanahnya dalam jangka waktu yang 

ditentukan kecuali memperoleh ijin dari Kepala Kantor Pertanahan. Hal ini 

dimaksudkan agar petani dapat memanfaatkan tanahnya secara produktif dan 

menikmati hasil pertanian yang diusahakannya.  

Larangan peralihan hak atas tanah hasil redistribusi ditetapkan dalam 

Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang  

Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (PP 224 

Tahun 1961).
17

 Selain itu, larangan peralihan juga dinyatakan dalam Petunjuk 

Pelaksanaan (Juklak) Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) Tahun 

2014, yaitu dalam Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Milik yang 

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, wajib mencantumkan catatan 

adanya ijin peralihan hak atas tanah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, 

baik sebagian atau seluruhnya yang selanjutnya ditegaskan dalam buku tanah 

dan sertipikat hak atas tanah hasil redistribusi.  

                                                           
16

 Oloan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad, Hukum Agraria Di Indonesia Konsep Dasar dan 

Implementasi. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2006, hlm. 102.  
17

 Pasal 4 ayat (4) menyatakan: Selama harga tanah belum dibayar lunas, maka hak milik 

tersebut dilarang untuk dipindahkan kepada orang lain, kecuali dengan izin Menteri Agraria atau 

pejabat yang ditunjuk olehnya, yakni membayar harga tanah yang bersangkutan yang ditetapkan 

oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II dan dinyatakan didalam SK pemberian hak miliknya. 

Dimana harga tanah tersebut tiap hektarnya adalah sama dengan rata-rata jumlah ganti kerugian 

sehektar yang diberikan kepada bekas pemilik, menurut klasifikasi tanahnya, ditambah 10 % biaya 

administrasi. Harga tanah tersebut dibayarkan kepada pemerintah dengan tunai atau dengan 

angsuran dalam waktu 15 tahun sejak hak miliknya diberikan dengan penerima yang ditunjuk Bak 

Koperasi, tani dan nelayan serta badan-badan lain yang ditunjuk. Jika pembayaran harga tersebut 

dilakukan dengan angsuran, maka selain harga yang ditentukan, maka yang bersangkutan 

diharuskan membayar bunga sebesar 3% setahun. 
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Meskipun secara jelas telah ditetapkan larangan peralihan hak atas 

tanah hasil redistribusi, namun kenyataannya masih ada beberapa orang 

penerima tanah hasil redistribusi yang mengalihkan tanahnya dengan cara 

menjual kepada pihak lain, seperti halnya penerima redistribusi tanah di 

Kabupaten Mamuju. Permohonan peralihan hak yang telah didaftarkan ke 

Kantor Pertanahan sebanyak 22 (dua puluh dua) berkas pada Tahun 2013, 

2014, dan 2015, serta telah memperoleh ijin dari Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Mamuju dan diperkuat dengan akta jual beli yang dibuat oleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat.
18

  

Isu sentral pada penelitian ini adalah terjadinya peralihan hak atas 

tanah hasil redistribusi di Kabupaten Mamuju, yang menurut aturan 

Perundang-undangan tidak dapat dialihkan sebelum jangka waktu 10 tahun 

kecuali ada ijin dari Kepala Kantor Pertanahan. Peralihan hak yang dilakukan 

yakni peralihan hak melalui jual beli yang diperkuat dengan akta PPAT, dan 

selanjutnya didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju.   

Melihat realita yang terjadi, penulis mengidentifikasi permasalahan 

peralihan hak atas tanah hasil redistribusi yang terjadi sebelum jangka waktu 

10 tahun di Kabupaten Mamuju dan ketentuan peralihan hak hasil 

redistribusi, serta keterkaitannya dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang 

dijadikan dasar dalam permohonan peralihan hak atas tanah di Kantor 

Pertanahaan.  

                                                           
18

 Wawancara dengan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah via telepon pada hari 

Kamis, tanggal 28 Januari 2016, pukul 13.30 WIB. 
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis telah melakukan penelitian 

sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul “Peralihan Hak Atas Tanah 

Hasil Redistribusi Di Kabupaten Mamuju”. 

 

B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis 

merumuskan masalah dalam 3 (tiga) pertanyaan penelitian berikut ini. 

1. Mengapa terjadi peralihan hak atas tanah hasil redistribusi di Kabupaten 

Mamuju? 

2. Mengapa PPAT membuat akta jual beli pada tanah hasil redistribusi? 

3. Mengapa Kantor Pertanahan mendaftar permohonan peralihan hak atas 

tanah hasil redistribusi? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. penyebab terjadinya peralihan hak atas tanah hasil redistribusi di 

Kabupaten Mamuju; 

2. alasan PPAT membuat akta jual beli yang digunakan sebagai syarat 

permohonan peralihan hak atas tanah hasil redistribusi; 

3. pertimbangan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju mendaftar 

permohonan peralihan hak atas tanah redistribusi. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan kebijakan bagi 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dalam 

menerapkan aturan terkait tanah redistribusi dan larangan peralihan hak 

atas tanah hasil redistribusi. 

2. Manfaat teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan 

tentang  larangan peralihan hak atas tanah hasil redistribusi dalam rangka 

pencapaian tujuan program redistribusi. 

 

E. Kebaruan Penelitian 

Kebaruan penelitian dimaksudkan untuk menunjukkan perbedaan 

penelitian yang dilakukan dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan 

sebelumnya. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya, yakni penelitian yang telah dilakukan oleh 

Sulyanati (2012). Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus 

penelitian, bahwa sulyanati meneliti mengenai kendala-kendala yang dihadapi 

oleh PPAT dalam membuat akta jual beli untuk tanah redistribusi.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Khasanah 

(2013). Terdapat perbedaan dalam hal lokasi penelitian dan fokus penelitian, 

bahwa uswatun khasanah meneliti mengenai penjualan tanah hasil redistribusi 

di bawah tangan. Penjualan yang dilakukan oleh pemegang hak tidak 

menggunakan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT dan belum didaftarkan di 
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Kantor Pertanahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, 

selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:  

Tabel 1. Kebaruan Penelitian 

No a. Nama Peneliti 

b. Tahun Penelitian  

c. Judul Penelitian 

d. Lokasi Penelitian  

a. Tujuan Penelitian  

b. Hasil Penelitian  

1 2 3 

1 a. Sulyanati 

b. 2012 (Tesis) 

c. Peranan PPAT Dalam    

Peralihan Hak Milik Atas 

Tanah Asal Redistribusi 

Tanah (Studi Di 

Kecamatan Ngawen 

Kabupaten Gunungkidul) 

d. Desa Beji, Kecamatan 

Ngawen,  Kabupaten 

GunungKidul 

 

 

a. Untuk mengetahui peranan PPAT 

dalam pelaksanaan redistribusi 

tanah di Desa Beji Kecamatan 

Ngawen Kabupaten Gunungkidul. 

Untuk mengetahui kendala yang 

dihadapi PPAT dalam 

menjalankan tugas dan 

kewenangannya dalam peralihan 

HM yang berasal dari program 

redistribusi di Desa Beji 

Kecamatan Ngawen Kabupaten 

Gunungkidul. Untuk mengetahui 

pelaksanaan peralihan HM atas 

tanah asal redistribusi di Desa Beji 

Kecamatan Ngawen Kabupaten 

Gunungkidul. 

b. Peran PPAT hanya sebatas pada 

tugas dan fungsi PPAT yang 

dibatasi oleh ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan, yaitu 

sebagai mitra BPN dalam 

pendaftaran tanah. Dalam 

peralihan HM atas tanah yang 

berasal dari redistribusi tanah, 

PPAT menunggu dan meneruskan 

keputusan  

Kepala Kantor Pertanahan tentang  

ijin atau penolakan permohonan 

peralihan HM atas tanah. Tidak 

adanya jaminan kesejahteraan 

subyek hak, yaitu petani dan 

keluarganya merupakan salah satu 

kendala mendasar tidak 

berperannya PPAT  

Bersambung... 
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Tabel 1 (sambungan) 

1 2 3 

  dalam program redistribusi tanah. 

Tidak adanya peta dasar kesatuan 

yang terintegrasi menjadikan BPN 

tidak memiliki sistem data dan 

informasi pertanahan yang akurat, 

sedangkan PPAT dalam menjalankan 

kewenangannya harus menunggu 

keputusan Kantor Pertanahan. 

 2.  a. Uswatun Khasanah 

b. 2013 (Skripsi) 

c. Kajian Penjualan Tanah 

Hasil Redistribusi di Desa 

Ponjong Kecamatan 

Ponjong Kabupaten 

Gunungkidul Provinsi 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

d. Desa Ponjong, Kecamatan 

Ponjong, Kabupaten 

Gunungkidul, Provinsi 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

 

a. Untuk mengetahui penyebab 

terjadinya penjualan tanah hasil 

redistribusi yang tetap dilakukan oleh 

para penerima redistribusi tanah di 

Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, 

Kabupaten Gunungkidul. 

b. Penjualan tanah hasil redistribusi 

terjadi karena adanya peningkatan 

nilai ekonomi tanah, faktor usia yang 

telah lanjut, terdesak oleh kebutuhan 

ekonomi, pemiliknya meninggal 

dunia, dan tidak dicantumkannya 

larangan dalam sertipikat. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Peralihan hak atas tanah hasil redistribusi yang terjadi di Kabupaten 

Mamuju disebabkan karena berbagai alasan yang dikemukakan oleh 

masyarakat penerima redistribusi yakni: (a) kebutuhan ekonomi, (b) 

faktor usia, (c) menghindari kepemilikan tanah absentee, (d) perolehan 

tanah karena pewarisan, dan (e) beralih usaha ke non pertanian. Dari 

kelima alasan tersebut di atas, penyebab paling dominan masyarakat 

melakukan peralihan hak atas tanah hasil redistribusi adalah 

kebutuhan ekonomi. Selain itu, pelaksanaan program redistribusi yang 

tidak tepat baik dari segi penentuan subyek maupun obyek 

redistribusi, didukung dengan adanya pemberian ijin oleh Kepala 

Kantor Pertanahan berupa Ijin Peralihan Hak (IPH), yang merupakan 

dasar peralihan untuk tanah pertanian termasuk tanah hasil 

redistribusi. Alasa-alasan tersebut di atas merupakan penyebab 

terjadinya peralihan hak atas tanah hasil redistribusi di Kabupaten 

Mamuju.  

2. Alasan PPAT membuat akta jual beli atas tanah redistribusi adalah 

karena telah memperoleh ijin dari Kepala Kantor Pertanahan dimana 

PPAT tidak berhak untuk membuat akta sebelum adanya ijin dari 

Kepala Kantor. Selain itu karena tugas dari PPAT adalah membantu 
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Kepala Kantor dalam hal peralihan hak yakni pembuatan akta. Ijin 

yang diperoleh dari Kepala Kantor berdasarkan koordinasi yang 

dilakukan oleh PPAT sebelum membuat akta berupa pengajuan surat 

permohonan untuk pembuatan akta redistribusi yang memerlukan 

konfirmasi dari Kepala Kantor Pertanahan itu sendiri.  

3. Dasar pertimbangan Kantor Pertanahan mendaftarkan permohonan 

peralihan hak atas tanah hasil redistribusi, adalah karena telah 

diperoleh ijin dari Kepala Kantor Pertanahan berupa IPH dan 

kelengkapan berkas yang memenuhi syarat dalam peralihan hak atas 

tanah redistribusi merupakan pertimbangan bagi Kantor Pertanahan 

Kabupaten Mamuju untuk mendaftar permohonan peralihan tersebut. 

Dimana program redistribusi di Kabupaten Mamuju merupakan 

penguatan hak atau kegiatan legalisasi aset saja, sehingga hak pemilik 

tanah untuk mendaftarkan peralihan haknya di Kantor Pertanahan 

tidak dapat ditolak dengan memperhatikan aturan-aturan yang ada.  

B. Saran 

1. Melihat kondisi di lapangan, hendaknya pelaksanaan redistribusi di 

Indonesia khususnya di Kabupaten Mamuju benar-benar 

mengutamakan kualitas program redistribusi daripada kuantitas atau 

pencapaian target dari Kantor Pertanahan agar tepat sasaran baik dari 

segi subyek maupun obyeknya. 

2. Perlu adanya peraturan tentang ijin peralihan hak yang mengatur 

peralihan untuk tanah-tanah pertanian termasuk tanah redistribusi 
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mengingat aturan terkait ijin peralihan hak belum diakomodir oleh 

pemerintah dalam hal ini Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ BPN. 

Pendaftaran ijin peralihan hak hendaknya difasilitasi melalui Aplikasi 

KKP Web karena pendaftaran ijin peralihan hak di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Mamuju masih bersifat manual.   

3. Perlunya dilakukan pembaharuan program atau perancangan program 

baru khususnya pada Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan untuk 

tanah pertanian sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga tidak 

terjadi penyimpangan aturan. Program pertanahan yang dapat 

ditawarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju adalah program 

Sertipikat Swadaya Massal (SMS) untuk tanah pertanian karena sejauh 

ini program SMS belum pernah dilaksanakan di Kabupaten Mamuju.  
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